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d. melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi di
bidang jaminan produk halal oleh pemerintah daerah
dan/ atau pihak terkait dalam penyelenggaraan
jaminan produk halal di tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan kecamatan;

e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan teknis jaminan produk
halal di tingkat provms1, kabupaten/kota, dan
kecamatan; dan

f. melaporkan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam.

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEDUA huruf e dilaksanakan oleh bidang yang 
menyelenggarakan urusan agama Islam, jabatan fungsional 
pengawas Jaminan Produk Halal, dan kelompok jabatan 
fungsional lainnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam. 

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas 
Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Juli 2025 
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